LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR          TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR


A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

	
	
	
	     Banjar,………………………

	
	
	
	     Kepada:

	Perihal
	: Permohonan Mengikuti Seleksi  Perguruan Tinggi
	     Yth. Kepala PD Masing2

	
	
	
	di

	
	
	
	BANJAR

	Yang bertanda tangan di bawah ini
	:
	

	Nama
	:
	

	NIP
	
	:
	

	No Tlp/HP
	:
	

	Tempat dan Tanggal lahir
	:
	

	Pendidikan dan Tahun Lulus
	:
	

	Pangkat / Golongan
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit Kerja
	:
	



Dengan ini menyampaikan permohonan agar saya diberi Izin untuk mengikuti seleksi penerimaan siswa baru pada perguruan tinggi/universitas  .......................... jurusan ....................... tahun pelajaran ..............................
Sebagai bahan pertimbangan Ibu, bersama ini saya lampirkan :
1. Keputusan CPNS, SK PNS dan Pangkat Terakhir;
2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
3. Foto kopi Ijazah terakhir di legalisir 
4. Foto kopi Transkrip nilai terakhir di legalisir;
5. Keputusan jabatan terakhir; 
6. Sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil;
7. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan yang menyatakan Akreditasi dan bukan kelas jarak jauh;
8. Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi; 
9. Brosur/ pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan; dan 
10. Melampirkan Surat Keterangan konversi nilai bagi PNS yang pindah kampus.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin.

           Pemohon,



B. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH

	KOP DINAS / UNIT KERJA


			  						     Banjar,                   20...

Nomor 	:	                        	  			     Kepada
Lamp	:	-	  	Yth.  Sekretaris Daerah Kota Banjar
Sifat	:  Biasa 	  					     melalui Kepala BKPSDM
Hal	:	Rekomendasi Mengikuti  	        di
		Seleksi Perguruan Tinggi	              BANJAR


Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi mengikuti seleksi ke perguruan tinggi dari :

Nama						:
NIP						:
No Tlp/HP				:
Tempat, tgl Lahir			:
Pendidikan dan Tahun Lulus	:
Pangkat / Golongan		:
Jabatan					:
Unit Kerja				:

Untuk dapat mengikuti seleksi melanjutkan pendidikan pada ………............ Program Studi  .......................... tahun pelajaran ....................

	Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan pegawai tersebut, mengingat menurut pengamatan kami yang bersangkutan mempunyai potensi untuk dikembangkan, serta sifat dan tugas pekerjaan yang kami serahkan kepadanya benar-benar menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan yang diikutinya.
	Demikian kiranya menjadi maklum.




Banjar, ….....................
Kepala Perangkat Daerah,












C. FORMAT SURAT USULAN CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR MANDIRI  KEPALA PERANGKAT DAERAH 

	
	Banjar, ……………….

	
	Kepada:

	Yth.
	Kepala Perangkat Daerah ….
Di
Banjar

	Perihal : Permohonan Tugas Belajar Mandiri
	

	
	

	Yang bertanda tangan di bawah ini :
	

	Nama
	

	NIP
	

	No Tlp/HP
	

	Tempat & Tanggal lahir
	

	Pendidikan dan Tahun Lulus
	

	Pangkat / Golongan
	

	Jabatan
	

	Unit Kerja
	

	
	

	Dengan ini menyampaikan permohonan agar saya diberi Izin untuk melanjutkan pendidikan pada..........................................................................
Sebagai bahan pertimbangan Ibu, bersama ini saya lampirkan :


	1. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
2. Surat Pernyataan bermaterai;
3. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
4. Jadwal Kuliah dan atau Rencana Studi;

5. Pas Foto Berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 buah;
6. Foto copy ijazah terakhir di legalisir;

7. Foto copy Transkrip nilai terakhir di legalisir;
8. Foto copy SK Pangkat terakhir/SK Jabatan di legalisir;
9. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;

10. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan yang menyatakan    Akreditasi dan bukan kelas jarak jauh.
11. Melampirkan Surat Keterangan konversi nilai bagi PNS yang pindah kampus.
Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Ibu berkenan memberikan Izin.

           Pemohon,


	
	

	
	
















D. FORMAT SURAT USULAN CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR MANDIRI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH 

	



KOP DINAS / UNIT KERJA


			  						     Banjar,                   20...

Nomor 	:	                        	  			     Kepada
Lamp	:		  	Yth.  Wali Kota Kota Banjar
Hal	:	Rekomendasi Tugas Belajar Mandiri 	        melalui Kepala BKPSDM 
				     di
			              BANJAR


Bersama ini kami sampaikan permohonan Tugas Belajar Mandiri dari :


Nama						:
NIP						:
Pendidikan Terakhir	:
Pangkat / Golongan		:
Jabatan					:
Unit Kerja				:

Untuk dapat melanjutkan pendidikan pada………............Program Pendidikan..........................................................................................................

	Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan pegawai tersebut, mengingat menurut pengamatan kami yang bersangkutan mempunyai potensi untuk dikembangkan, serta sifat dan tugas pekerjaan yang kami serahkan kepadanya benar-benar menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang tinggi yaitu pendidikan yang diikutinya.
Demikian kiranya menjadi maklum.




Banjar, ….....................

 Kepala Perangkat Daerah,









E. FORMAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
[image: ]
         PEMERINTAH KOTA BANJAR
SEKRETARIAT  DAERAH
Jalan Siliwangi Km. 3 Telp. (0265) 744800 Banjar


SURAT REKOMENDASI
NOMOR :         /         /BKPPD/VI/20....

	Dasar 
	:
	a.
	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	
	
	b.
	Undang–undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

	
	
	c.
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

	
	
	d.
	Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai;

	
	
	e.
	Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ....... tahun 2022  tanggal .... Januari 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

	
	
	
	



SEKRETARIS DAERAH
MEREKOMENDASIKAN

	Kepada
	:
	

	Nama
	:
	.....................................

	NIP
	:
	.....................................

	Pangkat/Gol
	:
	.....................................

	Jabatan
	:
	.....................................

	Unit Kerja
	:
	.....................................

	Untuk 
	:
	Mengikuti Pendidikan ..................................... pada Program Studi ..................................... Tahun Akademik ..................................... di  .....................................,  dengan ketentuan :


	
	
	a. Pendidikan diberikan di luar jam kerja;

	
	
	b. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas;

	
	
	c. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

	
	
		


Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

	Ditetapkan di
	:
	Banjar

	Pada tanggal   
	:
	                      20......

	
SEKRETARIS DAERAH


	................................................

	................................................

	NIP. ....................................................



Tembusan :
1. Yth. Wali Kota Banjar;
2. Yth. Wakil Wali Kota Banjar;
3. Yth. Inspektur Daerah Kota Banjar;
4. Yth. ................................................


F. FORMAT SURAT PERNYATAAN BIAYA PENDIDIKAN DITANGGUNG OLEH PNS YANG BERSANGKUTAN BAGI TUGAS BELAJAR MANDIRI

D.1 TUGAS BELAJAR MANDIRI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	

Nama 	:
NIP	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat / Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:


Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

	Pertama
	:
	Selama  mengikuti  pendidikan bersedia diberhentikan dari Jabatan

	Kedua
	:
	Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdi kepada

	
	
	 Pemerintah Kota Banjar selama minimal 1 (satu) kali masa pendidikan.

	Ketiga
	:
	Tidak menuntut penyesuaian Ijazah / Jabatan sepanjang formasi

	
	
	tidak memungkinkan bila telah lulus.

	Keempat
	:
	Selama pendidikan biaya ditanggung sepenuhnya oleh sendiri.




Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.



  Banjar, ……………….

Yang membuat pernyataan,

 Materai









D.2 TUGAS BELAJAR MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:	

Nama 	:
NIP	:
Tempat, tanggal lahir	:
Pangkat / Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:


Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

	Pertama
	:
	
Selama  mengikuti  pendidikan bersedia untuk tidak mengganggu 
kelancaran tugas sehari hari

	Kedua
	:
	Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdi kepada

	
	
	 Pemerintah Kota Banjar selama minimal 1 (satu) kali masa pendidikan.

	Ketiga
	:
	Selama pendidikan biaya ditanggung sepenuhnya oleh sendiri.

	
	
	




Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.



  Banjar, ……………….

Yang membuat pernyataan,

 Materai












G. SURAT PERNYATAAN MENGABDI TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI;
E.1 SURAT PERNYATAAN MENGABDI BAGI TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

	Nama
	:
	

	NIP
	:
	

	Tempat, tanggal lahir
	:
	

	Pangkat / Golongan	
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit Kerja
	:
	




Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

	Pertama
	:
	Selama  mengikuti  pendidikan bersedia diberhentikan dari jabatan.

	Kedua
	:
	Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdi kepada

	
	
	Pemerintah Kota Banjar selama minimal 2 (dua) kali masa pendidikan.

	Ketiga
	:
	Tidak menuntut penyesuaian ijazah / jabatan sepanjang formasi

	
	
	tidak memungkinkan bila telah lulus.

	Keempat
	:
	
Bersedia melaporkan hasil tugas belajar bila telah selesai melaksanakan
masa tugas belajar 

	
	
	



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.



  Banjar, ……………………………..

Yang membuat pernyataan,

 Materai








E.2 SURAT PERNYATAAN MENGABDI BAGI TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

	Nama
	:
	

	NIP
	:
	

	Tempat, tanggal lahir
	:
	

	Pangkat / Golongan	
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit Kerja
	:
	



				
Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya :

	Pertama
	: 
	Selama  mengikuti  pendidikan  bersedia  untuk  tidak  mengganggu 
kelancaran tugas sehari-hari.


	Kedua
	:
	Setelah selesai mengikuti pendidikan bersedia mengabdi kepada 
Pemerintah Kota Banjar selama minimal 1 (satu) kali masa pendidikan.


	Ketiga
	:
	Tidak menuntut penyesuaian ijazah / jabatan sepanjang belum ada formasi.

	Keempat
	:
	Bersedia melaporkan hasil tugas belajar/tugas belajar mandiri bila telah 
selesai melaksanakan masa tugas belajar/tugas belajar mandiri



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.



  Banjar, ………………………………..

Yang membuat pernyataan,

     Materai










H. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
F1. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
     Nomor 	:  119/207/BKPSDM/2022
     Tanggal 	:  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Dengan
PESERTA PROGRAM ...................... (......)  UNIVERSITAS ................................

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR .......................................... (........)

Pada hari ini .......... tanggal ........ bulan ........... tahun ........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama 		          :    .................................................
Jabatan 	:	 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar
Alamat 	:	 Jln. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran No. 194 Tlp/Fax (0265) 743072 Kota Banjar
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama 	:     .................................................





Program Studi 	:     .................................................
Instansi Pengirim 	:	  .................................................
Alamat 	:	  .................................................
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :
1. Surat Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan ................................................. Nomor ................................................. dan Nomor ................................................. tentang Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjar dengan ................................................. Nomor ................................................. dan Nomor ................................................. tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
3. Surat Keputusan Wali Kota Banjar Nomor  ......................... tanggal ......................... tentang Penetapan Mahasiswa/Mahasiswi Tugas Belajar Strata Satu (S1) pada ........................ Tahun ......................; 
4. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar Nomor ................... tanggal ..................... tentang Peserta Penerima Bantuan Tugas Belajar ........ (......)  Universitas ........ kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjar melalui APBD Kota Banjar.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS FASILITAS

PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas berupa biaya pendidikan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan sebagai Mahasiswa .....................

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan penerimaan biaya pendidikan adalah selama 8 (delapan) semester, yaitu terhitung mulai ........... sampai dengan ............ dan mekanisme penyaluran Biaya pendidikan dibayar langsung oleh APBD Kota Banjar melalui rekening kepada Universitas ....................... 
Pasal 3
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya setiap peserta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah maksimal sebesar Rp. ...................  (...............................) per semester
2. Rincian biaya Pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :
· Dana Registrasi awal		  	:	Rp.       .....................,-
· Dana Penyelenggaraan Pendidikan	:	Rp.       .....................,-
· ...........................................................	: 	Rp.       .....................,-
JUMLAH				           :	Rp.       .....................,-

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN 

1. Pihak Pertama berhak menghentikan biaya pendidikan kepada pihak kedua, bila dipandang ada hal –hal yang menyimpang dari ketentuan kontrak ini yang dilakukan oleh pihak kedua;
2. Pihak Pertama berhak meminta laporan kemajuan akademik pihak kedua bila dipandang perlu;
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memfasilitasi biaya pendidikan Pihak Kedua berupa pemberian biaya pendidikan sebagaimana tertera pada Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak ini;
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengadakan monitoring secara berkala terhadap kelancaran studi Pihak Kedua;
5. Pihak Kedua berhak untuk menerima biaya pendidikan sebagaimana tertera dalam pasal 3 bunyi kontrak ini;
6. Pihak Kedua berhak untuk menerima perkuliahan dan layanan akademis dari Program ................. (........) Universitas .............. sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjar dengan Universitas ......................;
7. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dengan dukungan biaya pendidikan dari APBD Kota Banjar;
8. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan kemajuan akademik setiap semester kepada pihak Pertama;
9. Setelah menyelesaikan studi, Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan 1 (satu) eksemplar karya ilmiah, 1 (satu) lembar copy Ijazah dan transkrp nilai yang telah dilegalisir;
10. Setelah lulus tidak menuntut pindah dari Kota Banjar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan;
11. Tidak menuntut penyesuian Ijazah;
12. Menjaga nama baik Kota Banjar.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas masa studi yang ditetapkan, maka pembiayaan untuk program pendidikan yang belum diselesaikan sampai dengan kelulusan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
2. Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikan maksimal 2 (dua) semester setelah batas masa studi yang ditetapkan berakhir maka Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikutinya;
3. Jika Pihak Kedua mangkir atau tidak mengikuti perkuliahan/keluar dari pendidikan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Pihak Pertama berhak menghentikan bantuan biaya pendidikan selanjutnya dan yang bersangkutan dikenakan sangsi mengembalikan seluruh biaya bantuan pendidikan yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikutinya;

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, seperti perselisihan, resiko dll kedua belah pihak sepakat untuk mengambil penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab tanpa ada unsur paksaan.

	
	
	     Banjar, ................................

	PIHAK KEDUA,
	
	PIHAK  PERTAMA,

	



............................................
NIP. .....................................
	
	



............................................
NIP. .....................................




F2. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI


SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
     Nomor 	:  119/207/BKPSDM/2022
     Tanggal 	:  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Dengan
PESERTA PROGRAM ...................... (......)  UNIVERSITAS ................................

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR .......................................... (........)

Pada hari ini .......... tanggal ........ bulan ........... tahun ........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
2. Nama 		          :    .................................................
Jabatan 	:	 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar
Alamat 	:	 Jln. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran No. 194 Tlp/Fax (0265) 743072 Kota Banjar
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama 	:     .................................................





Program Studi 	:     .................................................
Instansi Pengirim 	:	  .................................................
Alamat 	:	  .................................................
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .......................... tanggal ......................... tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
2. Surat Rekomendasi Kepala .................................. Nomor ............................. dan Rekomendasi Sektretaris Daerah Nomor ................................. tentang Persetujuan Melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. Surat Keputusan Wali Kota Banjar Nomor  ......................... tanggal ......................... tentang Penetapan Mahasiswa/Mahasiswi Tugas Belajar Mandiri pada ........................ Tahun ...................... .
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS FASILITAS

PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas waktu dan kesempatan melanjutkan pendidikan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima fasilitas tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya;

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan adalah selama ....... (...........................) semester, yaitu terhitung mulai ........... sampai dengan ............ dan Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri (mandiri); 

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN 

1. Pihak Pertama berhak menghentikan ijin pendidikan kepada pihak kedua, bila dipandang ada hal –hal yang menyimpang dari ketentuan kontrak ini yang dilakukan oleh pihak kedua;
2. Pihak Pertama berhak meminta laporan kemajuan akademik pihak kedua bila dipandang perlu;
3. Pihak Kedua menanggung biaya pendidikan secara mandiri sebagaimana tertera pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kontrak ini;
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk mengadakan monitoring secara berkala terhadap kelancaran studi Pihak Kedua;
5. Bila diperlukan Pihak Pertama membantu Pihak Kedua untuk menerima perkuliahan dan layanan akademis dari Program ................. (........) Universitas ................................;
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Banjar;
7. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaporkan kemajuan akademik setiap semester kepada pihak Pertama;
8. Setelah menyelesaikan studi, Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan 1 (satu) eksemplar karya ilmiah, 1 (satu) lembar copy Ijazah dan transkrp nilai yang telah dilegalisir;
9. Setelah lulus tidak menuntut pindah dari Kota Banjar minimal 1 (dua) kali masa pendidikan;
10. Tidak menuntut penyesuian Ijazah;
11. Menjaga nama baik Kota Banjar.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas masa studi yang ditetapkan, Pihak Kedua diberi kesempatan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan studi selama 2 (dua) semester;
2. Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu masa studi yang ditetapkan berakhir, Pihak Kesatu menghentikan Tugas Belajar Mandiri Pihak Kedua;
3. Jika Pihak Kedua mangkir atau tidak mengikuti perkuliahan/keluar dari pendidikan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Pihak Pertama berhak menghentikan Tugas Belajar Mandiri yang bersangkutan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, seperti perselisihan, resiko dll kedua belah pihak sepakat untuk mengambil penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab tanpa ada unsur paksaan.

	
	
	     Banjar, ................................

	PIHAK KEDUA,
	
	PIHAK  PERTAMA,

	



............................................
NIP. .....................................
	
	



............................................
NIP. .....................................



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR          TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

FORMAT LAPORAN TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

KOP PERANGKAT DAERAH 

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/          /BKPSDM/20..

	Yang bertanda tangan di bawah ini :
	

	N a m a
	:
	

	NIP
	:
	

	Pangkat/golongan ruang
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit Organisasi
	:
	

	
dengan ini menerangkan, bahwa:

	N a m a
	:
	

	NIP
	:
	

	Pangkat/golongan ruang  
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit organisasi
	:
	



Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas telah menyelesaikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri)* Program Pendidikan………………Program Studi………………….pada………………, dengan melampirkan:
1. Surat Pengantar Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri)*;
2. Foto kopi Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir); dan 
3. Foto kopi Skripsi/Tesis/Disertasi. 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai dasar pengaktifan kembali status kepegawaian yang bersangkutan di Pemerintah Daerah Kota Banjar.
          Banjar,……………………………….

	                         KEPALA,

	

..….…………………………………


[bookmark: page20][bookmark: page21][bookmark: page26]LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR          TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

I. BENTUK DAN JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

	No.
	Bentuk dan Jalur Pengembangan
	Deskripsi
	Dasar Pertimbangan
	Hasil yang Diharapkan

	A.
	Pendidikan
	
	
	

	1.
	Pendidikan Tinggi Jenjang diploma/S1/S2/S3
	Proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tugas Belajar bagi PNS.
	a. Dipersyaratkan oleh jabatan
b. Diproyeksikan peningkatan karier/menduduki jabatan yang lebih tinggi
	Pemenuhan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, Pengembangan Karier, dan persyaratan jabatan atau persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi

	B.
	Pelatihan
	
	
	

	I.
	Klasikal
	
	
	

	1.
	Pelatihan Struktural Kepemimpinan
	Program peningkatan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi Kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif.
	a. Kesenjangan Kompetensi Manajerial.
b. Dipersyaratkan oleh jabatan.
c. Diproyeksikan peningkatan karier/menduduki jabatan yang lebih tinggi.
	Pemenuhan kompetensi pengelolaan pekerjaan dan sumber daya sesuai persyaratan jabatan atau menduduki jabatan yang lebih tinggi

	2.
	Pelatihan Manajerial
	Program peningkatan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
	a. Kesenjangan kompetensi teknis manajerial.
b. Dipersyaratkan oleh jabatan.
	Pemenuhan kompetensi teknis manajerial bidang kerja sesuai persyaratan jabatan

	3.
	Pelatihan teknis
	Program peningkatan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
	a. Kesenjangan kompetensi teknis
b. Dipersyaratkan oleh jabatan.
c. Diproyeksikan peningkatan karier.
	Pemenuhan kompetensi substantif sesuai tuntutan kebutuhan  jabatan dan bidang kerja.

	4.
	Pelatihan Fungsional
	Program peningkatan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan bidang tugas yang terkait dengan JF melalui proses pembelajaran secara intensif.
	a. Kesenjangan kompetensi fungsional.
b. Dipersyaratkan oleh jabatan.
c. Diproyeksikan pengembangan karier.
	Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan sesuai kebutuhan JF.

	5.
	Pelatihan sosialkultural
	Program peningkatan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural melalui proses pembelajaran secara intensif.
	a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau Keterampilan, dan sikap perilaku PNS terkait Kompetensi Sosial Kultural
b. Dipersyaratkan oleh jabatan.
	Pemenuhan kebutuhan pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku PNS.

	6.
	Seminar/ konferensi/ sarasehan
	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai sesuatu permasalahan bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier PNS.
Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.
	
	

	7.
	Workshop atau lokakarya
	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi.
Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk.
	a. Kesenjangan kinerja
b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan sesuai topik workshop atau lokakarya.
c. Pengembangan karier PNS.
	Pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier.

	8.
	Kursus 
	Kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. 
	a. Kesenjangan kinerja.
b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan.
c. Pengembangan karier PNS.
	Pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier.

	9.
	Penataran 
	Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
	a. Kesenjangan kinerja.
b. Pengembangan karier PNS.
	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja.

	10.
	Bimbingan teknis
	Kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis. 
	a. Kesenjangan kinerja.
b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan.
c. Pengembangan karier PNS.
	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja.

	11.
	Sosialisasi 
	Kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan suatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami dan dihayati oleh PNS.
	a. Kebutuhan organisasi.
b. Pengembangan karier PNS
c. Pengetahuan dan/ atau kebijakan sesuai tuntutan bidang kerja.
	Peningkatan pengetahuan pada suatu pengetahuan dan/atau kebijakan sesuai tuntutan bidang kerja.

	II.
	Non-Klasikal
	
	
	

	1.
	coaching
	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri
	a. Kesenjangan kinerja kecil karena motivasi kurang atau kejenuhan.
b. Kebutuhan Pengembangan karier.
	Pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru dalam penyelesaian pekerjaan atau pencapaian pengembangan karier.

	2.
	Mentoring 
	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama
	a. Kesenjangan kinerja yang tinggi karena kurang keterampilan/ keahlian dan pengalaman.
b. Kebutuhan Pengembangan karier.
	Pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan pengetahuan teknis dan rujukan pengalaman baru dalam penyelesaian pekerjaan.

	3.
	E-Learning
	Pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja
	a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan teknis.
b. PNS yang bersangkutan memiliki kesiapan dan kompetensi mengikuti proses             e-learning. 
c. Pengembangan karier PNS.
	Pemenuhan kompetensi teknis sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja.
Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya.

	4.
	Pelatihan jarak jauh
	Proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh
	a. Kesenjangan kinerja.
b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan.
c. Pengembangan karier PNS.
	Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya.

	5.
	Detasering (secondment)
	Penugasan/penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu
	a. Kepemilikan kompetensi sesuai jabatan yang akan diisi sementara
b. Kebutuhan transfer of knowlegde, keahlian (skill) dan pengalaman dari PNS ke lingkup unit/organisasi baru.
	Pengalaman dan peningkatan kompetensi menangani tantangan pada unit kerja baru

	6.
	Pembelajaran alam terbuka (outbond)
	Pembelajaran melalui simulasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pengembangan kapasitas PNS

	a. Menunjukkan potensi PNS dalam membangun semangat kebersamaan, memaknai kebajikan dan keberhasilan bagi diri dan orang lain.
b. Memaknai pentingnya peran kerja sama, sinergi dan keberhasilan bersama.
	Pengembangan karakter PNS disesuaikan dengan nilai-nilai dan tuntutan bidang kerja

	7.
	Patok Banding (benchmarking)
	Kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis
	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan
	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas.

	8.
	Pertukaran PNS dengan pegawai swasta/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah
	Kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi
	a. Kesenjangan kinerja.
b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan dan soft competency.
c. Kebutuhan organisasi /pengembangan karier PNS
	Pemenuhan kompetensi teknis sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja.
Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya.

	9.
	Belajar Mandiri (self development)
	Upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara Mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia
	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan
	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas.

	10.
	Komunitas belajar (community practices/ networking)
	Merupakan suatu perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran.
	Diperlukan bagi peningkatan kemampuan dalam penyelesaian tugas jabatan
	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara bersama-sama

	11.
	Magang /praktik kerja
	Proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (learning by doing).
Tempat magang adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas PNS praktik kerja/ magang.
	a. Kesenjangan kompetensi terkait kompetensi teknis yang memerlukan praktik langsung.
b. Kesenjangan kinerja.
	Pengalaman atau keahlian bidang tertentu hasil pelaksanaan pekerjaan ditempat praktik kerja/magang


							
	

II. KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Narasumber

	No.
	Bentuk dan Jalur
	Skor

	1.
	Narasumber
	20



B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan
	No
	Bentuk dan Jalur
	Satuan
	Konversi JP
	Skor

	
	
	
	Nasional
	Internasional
	

	1.
	Pendidikan tinggi jenjang DIV/S1
	Semester
	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP
	15

	2.
	Pendidikan tinggi jenjang S2
	Semester
	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP
	20

	3.
	Pendidikan tinggi jenjang S3
	Semester
	Satuan Semester 20 (dua puluh) JP
	25



C. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pelatihan
1. Klasikal
	No
	Bentuk dan Jalur Pengembangan
	Satuan
	Konversi JP
	Skor

	
	
	
	Nasional
	Internasional
	

	1.
	Pelatihan struktural kepemimpinan
	JP
	Sesuai JP program pelatihan
	-
	15

	2.
	Pelatihan Manajerial
	JP
	Sesuai JP program pelatihan
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
	10

	3.
	Pelatihan teknis
a. Struktural
b. Pelaksana
	JP
	Sesuai JP program pelatihan
	Ditambahkan 20% 
(dua puluh persen) dari JP program pelatihan
	
15
22,5

	4.
	Pelatihan Fungsional
	JP
	Sesuai JP program pelatihan
	Ditambahkan 20% dari JP program pelatihan
	15

	5.
	Pelatihan sosial kultural
a. Struktural
b. Pelaksana
	JP
	Sesuai JP program pelatihan
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
	

22,5
15

	6.
	Seminar/konferensi/ sarasehan/sosialisasi
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Hari
	Satu hari setara dengan 4 (empat) JP
	Satu hari setara dengan 6 (enam) JP
	

10
17,5

	7.
	Workshop/ lokakarya
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Hari
	Satu hari setara dengan 5 (lima) JP
	Satu hari setara dengan 7 (tujuh) JP
	
10
17,5

	8.
	Kursus
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	JP
	Sesuai JP Program kursus
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP kursus
	
10
17,5

	9.
	Penataran
a. Struktural/JF
b. Pelaksana 
	JP
	Sesuai JP Program penataran
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP penataran
	
10
17,5

	10
	Bimbingan teknis
a. Struktural/JF
b. Pelaksana 
	JP
	Sesuai JP Program bimbingan teknis
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP bimbingan teknis
	
10
17,5











2. Non Klasikal
	No
	Kegiatan
	Satuan
	Konversi Jam Pelajaran
	Skor

	
	
	
	Nasional
	Internasional
	

	1.
	Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 20 (dua puluh) JP
	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 24 (dua puluh empat) JP
	



10
17,5

	2.
	Magang/praktik kerja
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan     20 JP
	1 kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 24 (dua puluh empat) JP
	
10
17,5

	3.
	Patok banding (benchmarking)
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	1 (satu) kali kegiatan Patok banding (benchmarking) setara dengan     20 JP
	1 kali kegiatan magang/ Patok banding (benchmarking) setara dengan 20 (dua puluh) JP
	


5
8,75

	4.
	Pelatihan jarak jauh
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	JP
	Sesuai JP program pelatihannya
	Ditambahkan 20% (dua puluh) dari JP program pelatihannya
	5
22,5

	5.
	Coaching
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	· 1 (satu) kali kegiatan Coacing setara dengan     2 (dua) JP
· Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan
	· 1 (satu) kali kegiatan  Coacing setara dengan     4 (empat) JP
· Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan
	


2
1


	6.
	Monitoring
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	· 1 (satu) kali kegiatan Monitoring setara dengan     2 (dua) JP
· Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan
	· 1 (satu) kali kegiatan  Monitoring setara dengan     4 (empat) JP
· Maksimal dihitung 2 kali dalam 1 bulan
	


2
1


	7.
	Detasering (secondment)
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	Kegiatan
	1 (satu) kali kegiatan Detasering (secondment) setara dengan 20 (dua puluh) JP
	1 (satu) kali kegiatan Detasering (secondment) ditambahkan 20% dari JP Program Detaseringnya
	

10
17,5

	8.
	E-learning
a. Struktural/JF
b. Pelaksana
	JP
	Paling tinggi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan
	Paling tinggi 1 (satu) hari 4 (empat) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan
	
3
1,5

	9.
	Belajar Mandiri (self development)
a. Struktural/JF
b. Pelaksana 
	JP
	Sesuai jam belajar Mandiri, paling tinggi 2 (dua) JP sehari 
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program belajar Mandiri (self development)
	

2
1

	10.
	Komunitas belajar (community of practices)
 
	JP
	Sesuai jam belajar, maksimal 2 (dua) JP 
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program Komunitas belajar (community of practices)
	2

	11.
	Pembelajaran alam terbuka (outbond)
	JP
	Sesuai JP program Pembelajaran alam terbuka (outbond)
	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program Pembelajaran alam terbuka (outbond)
	4


















Catatan
a. Jalur pengembangan Kompetensi lainnya mengacu pada jalur pengembangan kompetensi yang memiliki karakteristik serupa; dan
b. Dasar pertimbangan penentuan jalur pengembangan kompetensi yang serupa dapat mencakup kompetensi yang dikembangkan, tujuan program, kurikulum dan/atau jumlah JP.



WALI KOTA BANJAR, 


ADE UU SUKAESIH





















































	
	
	
	     Banjar,………………………

	
	
	
	     Kepada:

	Perihal
	: Permohonan Surat Keterangan
	     Yth. Kepala PD Masing2

	
	   Belajar
	
	di

	
	
	
	BANJAR

	Yang bertanda tangan di bawah ini
	:
	

	Nama
	:
	

	NIP
	
	:
	

	No Tlp/HP
	:
	

	Tempat & Tanggal lahir
	:
	

	Pendidikan dan Tahun Lulus
	:
	

	Pangkat / Golongan
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Unit Kerja
	:
	



Dengan ini menyampaikan permohonan surat Keterangan Belajar pada perguruan tinggi/universitas  .......................... jurusan ....................... tahun pelajaran ..............................
Sebagai bahan pertimbangan Ibu, bersama ini saya lampirkan :
1. Surat Keputusan CPNS;
2. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai terakhir di legalisir;
3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
4. Foto copy Transkrip nilai terakhir di legalisir;
5. Sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil;
6. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat pendidikan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan;
7. Surat Keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan; 
8. Surat pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
9. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dlaam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
10. Surat Kesehatan dari dokter pemerintah;
11. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai/dapat mendukung tugas pokok dan fungsi CPNS yang bersangkutan dana tau merupakan kebutuhan Perangkat Daerah;
12. Surat pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang ditempuh bukan kelas parallel/pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan oleh perundang-undangan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin.

           Pemohon,
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